
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR 129 TAHUN 2021 

TENT ANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN.ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

DENG AN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

Menimbang bahwa berdasarkan ketentua:n Pasal 97 ayat (1) 
Peratura:n · Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
sebagaimana . telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tenta:ng Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa 
Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan 
fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok 
jabatan Jungsional, menghapus unit organisasi yang 
tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh 
kelompok jabatan fungsional; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b 
Peraturan Menteri, Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reforrnasi Birokrasi Norn.or 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan · .Jabatan Administrasi ke .Jabatan 
Fungsional; · mengamanatkan bahwa penyetaraan 
jabatan dilakukan pada instansi Daerah; 

c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang 
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan 
efektivitas · dan efisiensi guna mendukung kinerja 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan 
birokrasi melalui -penyetaraan jabatan administrasi ke 
dalam jabatan fungsional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Ker:ja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Kalimantan Barat; 

a. 
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Pasal . 18 ayat .· (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Ratifikasi Konvensi · PBB tentang Hukum Laut 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3319); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda 
dan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3501); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 ten.tang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3647); 

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang -Nomor 27 Tahun 2007 Teritang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor J Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten.tang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana .tela.h diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahuri 2020 tentang 

1. 
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Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang 
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor _72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun · 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang .Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reforrnasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 
Fungsional (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 525); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi . Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ten tang 
Penyederharraan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); . 

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan · Barat (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan · Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat Nomor 5); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI 
KALIMANTAN BARAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Pemerintahari Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 

6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur 
pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan. 

7. Kepala Din.as adalah Kepala Dinas Kelau tan dan Perikanan Provinsi 
Kalimantan Barat. 

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional 
dan atau kegiatan teknis penunjang pada Din.as Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Kalimantan Barat. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutn.ya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
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12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 
dan pembangunan. 

13. Pejabat Administrasi adalah. Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

14. Jabatan Fungsional adalah, sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki .Jabatan 
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang 
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat 
Administrasi ke dalam .Jabatan Fungsional melalui Penyesuaiari/ Inpassing 
padajabatan fungsional yang setara, 

17. Pengelolaan Wilayah Pesisir . dan. Pulau-Pulau Kecil adalah suatu 
pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan 
pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan 
oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem 
darat dan laut, serta antara · ilmu pengetahuan dan manajemen untuk 
meningkatkan kesejahteraari rakyat, 

18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut 
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 

19. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 
km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. 

20. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, 
sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; 
sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, . 
mangrove dan biota laut lain; surnber daya nonhayati meliputi pasir, air 
laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut 
yang terkait dengan kelautan _dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan 
berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah _air" 
yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut · 
yang terdapat di Wilayah Pesisir. 

21. Ekosistem adalah kesatuan · komunitas tumbuh-tum buhan, .hewan, 
organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. 

22. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi 
perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan 
yang menghubungkan pantai 'dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan 
dangkal, rawa payau, dan laguna, 

. ! 
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BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dinas Kelautan dan Perikanan P1:ovinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Tugas dan Fungsi 

Pasal 3 

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 
tugas pembantuan di bida.ng kelautan dan perikanan sesuai ketentuan 
peratura.n perundang-unda.nga.n. 

Pasal 4 

Untuk melaksanaka.n tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 
Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan program kerja di bida.ng perika.na.n tangkap, perikanan 
budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelauta.n da.n perika.nan, 
serta kelauta.n, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; 

b. perumusa.n kebijakan di bidang perikana.n tangkap, perika.nan budidaya, 
pengolahan dan pemasara.n ·produk kelautan da.n perikanan, serta kelautan , 
pesisir, pulau-pulau kecil, da.n pengawasan; 

c. pelaksanaan kebijakan di bida.ng perikanan tangkap, perikanan budidaya, 
pengolaha.n da.n pemasara.n produk kelautan da.n perikanan , serta kelautan, 
pesisir, pulau-pulau kecil; da.n pengawasan; 

d. pengkoordinasian da.n pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan; 
e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelauta.n da.n perika.na.n 

sesuai ketentuan peratura.n perundang-undangan; 
f. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), dan pelaya.nan publik di lingkungan Dinas Kelautan 
dan Perikana.n; · 

g. pelaksa.naa.n evaluasi dan pelapora.n di bidang kelauta.n da.n perika.na.n; 
h. pelaksanaa.n administrasi Dinas Kelau tan dan Perika.nan; dan 
i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembarrtuan yang diberika.n oleh 

Gubernur di bidang kelautari dan perikanan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan 
Barat terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Perikanan Tangkap; 

d. Bidang Perikanan Budidaya; 

e. Bidang Pengolaha.n dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; 

f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan; 

g. Unit Pelaksa.na Teknis; dan 

h. Kelompok .Iabatan Fungsional.. 

(2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikarian Provinsi Kalimantan 
Barat sebaga.imana. tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan da.ri Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Ketiga 

Kepala Dinas 

Pasal6 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, 
mempunya.i tugas rnemimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, 
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas 
di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas sebag�imana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala 
Dinas mempunya.i fungsi : 

a. penetapan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, 
pengolahan dan pernasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, 
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasa.n; 

b. perurnusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikana.n budidaya, 
pengolahan da.n pemasa.ra.n produk kelauta.n da.n perikanan , serta kelautan, 
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; 

c. pelaksanaa.n pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap, 
perika.nan budidaya, pengolahan da.n pemasaran produk kelauta.n dari 
perikarian, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasa.n; 
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d. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perikanan tangkap, 
perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan 
perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; 

e. penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan 
budidaya, pengolahan dan pernasaran produk kelautan dan perikarian, 
serta kelautan, pesisrr, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai 
ketentuan peraturan peundang-undangan: 

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi 
birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan 
pelayanan publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; 

g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; 
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di 

bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan 
pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau­ 
pulau kecil, dan pengawasan; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubemur berkenaan dengan 
perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, 
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, 
pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan; dan 

J. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan 
perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 8 

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh 
seorang Sekretaris yang berada .di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal 9 

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di 
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umurn dan administrasi 
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab 
memimpin pelaksanaan seluruh . kegiatan pelayanan dan administrasi di 
lingkungan Dinas Kelautandan Perikanan. 

Pasal IO 

Untuk melaksanakan tugas sebaga:imana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat 
mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat; 
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b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan 
rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta 
pengelolaan keuangan dan aset; 

c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, umurn dan aparatur, serta pengelolaan keuangan 
dan aset; 

d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di 
lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; 

e. penyelarasan dan kompilasi :penyusunan rencana kerja di lingkungan 
Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, 
monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum clan 
aparatur di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan 
Dinas Kelautan dan Perikanan; . 

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan 
sekretariat; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat; 

J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh 
Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi: 

a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan 

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-rnasing dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 ayat 
(1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di 
bidang umum dan aparatur serta merigendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

-� 
' 
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Pasal 13 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub 
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana kegiatanSub Bagia.n Umum dan Aparatur; 

b. pengumpulan, pengolahan baha.n dan perumusan kebijakan di bidang 
umum dan aparatur dilingkungan dinas; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
lingkungan sekretariat; 

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang 
umum dan aparatur; 

e. pelaksanaan urusan di bidang umun1 · dan aparatur sesuai peraturan · 
perundang-undangan; 

f. pengendalian dan penga.wasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur; 

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan 
tuga.s da.n fungsi di bidang umum da.n a.paratur; 

h. pela.ksana.an monitoring, evalua.si da.n penyusuna.n la.poran terhadap 
pelaksanaan tuga.s da.n fungsi di bidang umum da.n apa.ratur; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan 
oleh sekretaris. 

Pasal 14 

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) · 
huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan 
pengelolaan keuangan dan a.set, penyusunan laporan keuangan dan aset-di 
lingkungan dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 15 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14·, Sub. 
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : 

a. penyusuna.n renca.na kegia.ta.n Sub Ba.gia.n Keua.ngan clan Aset; 

b. pengumpulan, pengola.ha.n baha.n da.n perumusan kebijakan di bida.ng 
pengelolaan keua.nga.n clan a.set di lingkungan dinas; 

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
lingkungan Sekretariat; 

cl. pela.ksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di .' 
bidang pengelolaan keuangan dan a.set; 

' ., 



pelaksanaan fungsi lain di 
diserahkan oleh sekretaris. 

L 
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. . ! 

pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan · dan. aset/·sesu� '.,off, ·l\i,- 
peraturan perundang-undangan; · ·' ,L;>· 
pengendalian dan pengawasai� .terhadap pelaksanaan tugas diS\.lh,Bagi.a,1; '.If ':IF 
Keuangan dan Aset; > , A; ,.{J:) C!,i�; :j'.' 

' ' . \, ", '',, ;,;,,',, /, ', 

pemberian saran dan pertimbangan kepada · sckretaris.berkenaan-dengan r:::·: );i:' 
' ,, , ' ' " , ,, ·":! ., ' , .,. •::<. :., ' �:.,'.! ,,, , f , . '"• '"il'" -,, , ',,:(!,''"' 

tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; : · ··· '. ·· · · 'Y.'e'' ·\, •.·. · ',Yi· · . ' : , 

h. pelaksanaan monitoring, eva'.1uasi dan penyusunan · 1a�trar{ te:rhact�i:>1

�f ·?t fi, 
pelaksanaan tu gas dan fungsi di bidang pengelolaan, keuangan . dan a;�r; ,:,;,: .If . k/ 
dan "• . . . . ·o·. ' .. '. ,·: 1:. 

' 
I , ' \"' 

,: ),",, i ,,; ,-, ' ' ,,-;;,:;."/'..' , i,:i .. 
bidang pengelolaan keuangari 'dan aset yang<f'' ,;. 

Bida11:::::1:::�:1gkap 
... ;. /. . . i;�;;,; 

, s-: / \i 

• Pasal 16 '15 f;{i;: ' ' ' ' ' ' ' ' 1:: 
Bidang Perikanan Tarigkap sebagai1nan:a dimaksud · dalain 'P.ashl 5 :iyat{(1J,'.}::i,f .. 'f' 
huruf c, dipimpin oleh seorang ;r<:epa1a Bidang yang 9e;:�ui�,,dii?i1�� ;i�r:ln;:,,, ,,(;\:;.; ,;), 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. · ,,.. ·::-:,: ·'."' .. · · "'..',· · :-·:--/: .. .,.,,.,"'' ·,:;1/F . ' :�? !,, ,;; '.i, '. 

";1l�, ,;�;!;r ;'. f �, 

g. 

f. 

e. 

Bidang Perikanan Tangkap · mempunyai ' tugas menyiapkan );bahan )clan:!;,, :,'.{( 'j
1

i;:, 
merumuskan .kebijakan teknis di bidang pengelolaan sui-hbef<laya:' ik1�;:::'' :'\::" "'>lfC 

• . • i' ' • . ' ·,.,. ,:; ',1,/ ):;,':. ,,,y:::_,,. ,.) .. '.>: ,'/;,.',,_, ·�-�\jj.� _,.>'?.),,'.' �:'.: 
kepelabuhanan . penkanan, dan, usaha perikanan ,/.tangkapJ, .. :serta)f(f>){::,:,:;;(:4; 
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan.dari, admini�trasi;!df,!( ff ''(/• 
bidang perikanan tangkap. , ; . ' . ! ' : ' ·. ';"::;; :if/"' ,,,,, . ,,1/'. ,);;(\,;,r:;,_:, ·,! ,'. .' _'.:.:,·.·.:.:.·: 

.,,. Jt'.·!:}t•·r,1· 
.. Pasal 18 · .. ·.· . , (j :;,�); ,fif 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudvdalam Pasal 17,.Bidang,,. , 
Perikanan Tangkap mempunyai fungsi : . . . · ,,'_;;' ; ,:-,;( :.]W' 

. . . ·. ' • . ', :: , , , , , ,: .. ·; _/<, .\;<," '!/,,, 
a. penyusunan program kerja di B_1da11g Perikanan Tangkap.. ., . , .> ,,:· . . :,/t:f,} "'Jtf' 
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan i teknis sJ.i· bidilnl:.r�n;ge!qla:;in,'ii,,,i(}\,.,,Jf 

sumberdaya ikan; · · · · ·.· ··· · · .. ,., .s-: ,,,.,,, '''\' '!)IV '•·:fi,f ,·"j':F' 
c. penyiapan bahan dan , perumusan. 'lzebijal{ah ', teknis 

kepelabuhanan perikanan; 
,� 

d. penyiapan bahan dan peruIT1usan . kebijakan .teknis di 
perikanan tangkap; 

e. pengkoordinasian di bidang perikanan tangkap; 

f. pembinaan dan pengawasan (terhadap'' pelaksanaan 11 tuga's dim' i"fuhgi{fccli;:,,:t;,,:;'l�:; ';J;r;s:;. ! 
bidang perikanan tangkap sesyai peraturan peru{'tclai}��tu{��ii�;\ '(:'. ,,Jt :'.t,: ;;;c;;, ' 

. .. -::·>�- '>'r'' '\?ft ·,:f'.:r;· 
:··}i\);''. -, :�f t�f-:t- 

>' ',·; ' 
�' 

:,: 
.� .;�,:i_;,; ,: 

.. 
if{J �::-.1-:.�_r _',,_:,�.: !::' \': 

,:: . }:if:, 
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g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan clan administrasi di bidang perikanan 
tangkap sesuai peraturan perundang-undangan; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepacla kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas clan fungsi di bidang perikanan tangkap; 

J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 
perikanan tangkap; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 
perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-unclangan. 

Bagian Keenam 

Bidang Perikanan Budiclaya 

Pasal 19 

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah clan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. · 

Pasal.20 

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan clan 
merumuskan kebijakan teknis di bidang produksi dan usaha perikanan 
budidaya, perbenihan dan pakan, · kesehatan ikan clan lingkungan serta 
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan clan aclministrasi di 
bidang perikanan budiclaya. 

Pasal 21 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang 
Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di Bidang Perikanan Budidaya; 

b. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi clan 
usaha perikanan budidaya; 

c. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan 
clan pakan; 

cl. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 
ikan clan lingkungan; 

e. pengkoordinasian di bidang perikanan budidaya; 

f. pembinaan clan pengawasan terhaclap pelaksanaan tugas dan fungsi · di 
bidang perikanan buclidaya sesuai peraturan perunclang-unclangan; 
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g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya 
sesuai peraturan perundang-undangan; 

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan 
budidaya sesuai peraturan perundang-undangan; 

1. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang perika..nan budida..ya..; 

J. pelaksa..naan evalua..si clan pela..poran terhada..p pelaksanaan tugas di bida..ng 
perika..nan budidaya; clan 

k. pela..ksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepa..la Dinas di bidang 
perika..nan budidaya.. sesuai peraturan perundang-undangan, 

Bagian Ketujuh 

Bidang Pengolahan clan Pemasaran Produk Kela.utan clan Perika..nan 

Pasal 22 

Bida..ng Pengolaha .. n dan Pemasaran Produk Kelautan clan Perikana..n 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa..l 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang beracla di bawah clan bertanggungjawab kepada Kepala 
Dina..s. 

Pasal 2.3 

Bidang Pengolahan clan Pemasaran Produk Kelautan clan Perikanan 
mempunyai tugas menyiapka..n bah.an clan merumuskan kebijakan teknis di 
bidang pengolahan clan bimbingan mutu, pemasaran clan peningkatan claya 
saing, pengembangan usaha clan investasi serta bertanggungjawab memimpin 
seluruh kegiatan pelayanan clan administrasi di bidang pengolahan dan 
pema..saran produk kelautan clan perikanan. 

Pasal24 

Untuk melaksana..ka..n tugas seba..gaimana dima..ksud dalam Pa..sal 23, Bida..ng 
Pengola..han clan Perna.saran Prociuk Kelauta..n clan Perika..nan mempunya..i 
fungsi: 

a. penyusunan program kerja di Bidang Pengolahan clan Pemasaran Produk 
Kelautan clan Perika..nan; 

b. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan 
clan bimbingan mutu; 

c. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran 
clan peningkata..n daya saing; 

cl. penyiapan bahan clan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pengembangan usaha clan investasi; 
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e. pengkoordinasian di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan 
dan perikanan; . 

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 
bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai 
peraturan perundang-undangan; · 

g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan 
pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang­ 
undangan; 

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang 
pengolahan dan pemasaran_ produk kelautan dan perikanan sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

i. pemberian saran dan pertim bangan kepada kepala Dinas berkenaan 
dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran produk 
kelautan dan perikanan;. 

J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang 
pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang 
pengolahan da.n pemasa.ran produk kelautan dan perikanan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan 

Pasal 25 

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Penga.wasan sebagaimana 
dimaksud dala.m Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 26 

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan mempunyai 
tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang 
pengelolaan ruang laut dan konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau­ 
pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta 
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di 
bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawa.san. 



' 
'"'�'"'" ,'1\il.!iffil"' "n111'1)11:tiie<', n'"l'l'�"' ,,.,,.,_.,..,,,�-�U, ,�=<' •,.!tll!t<)IU>,1"-"'''"'IW,'/;o1',r '":,�!�\:.'.'°"•� 

l' I,,,. 

dan Pengawasan; 
penyusunan program kerja di Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, 

d. penyiapan baha:n dan perumusan kebijakan iteknis di bid�:ng:'pehgawaia.n:·/ 

· Pasal 27 

i .. 
_:i_. 

' ' ' ,,, ' " 
b penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bid�g/perigelol�arri;:¥:(> ':fi; d,;::;., 

. . . . ', . . , .. ·: <;,·· ,I>: 1:, 

c. 
::::�a�:: d:�:se:::; 

p�ru1nusan · kebijakan teknis di •. 
bidapg�,;, 

;, /a} ; j:( 
pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil; . ''" '::'';'.( q;,: : 

.··:i}t . 
I'',, !"· 

surnberdaya kelautan dan perikanan; ·;j; 
k di . di bid k 1 >M• • • 1 1 1 ·1 d · :. I, · e. peng oor masian 1 ang I e autan, pesisrr., pu au-:pu au; .. -:ec1, ·., ... 1,U1),F>">(;, ·,,,'j/<'- 

f. 
:::::::11�an 

pengawasan 'terhadap. pelaksanaan 
tuga'.�' di f�hgst\1J1!:, -1;i]f .:{) 

bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan. pe11.gawasa:rf}.se�µa(i: \ .\f. i\lt{ 
' ,, ' , ,, < I), ,, js<, 

pera:turan perundang-undangan; , r , 
'; 

;_. :·,·.·.·,: 

•• 
' 
••• 
• • • 

·:_.,· 

• 

-. 

·,·. 

;1:_ ·.: ,•_:·,•.·.·.·. 
: /\.. ,1>;:'.; 

! • 
I 

, .' ' }J:f.' : '(1f'.?:, 
g. penyelenggaraan urusan pemerii:it�.an di bidang_ ,(el�11IB,J;}, pe,sisi}:C. pu��u�,,; :i)i{c; ' . . _J� _: _:·.' .· 

... :·j· pulau kecil, dan pengawasa:n sesuai peraturan perun'dang-'iincfa.nga:h; }' . . . , . I 
' ; ': . :. .', '," ·. .: .. / :, ,,,/·/,\, \//;.;,; :',/i/,_,;,'.}!f;;,'.H,,',(-}'tJ/..c:,,�s�f�?&:: tf:�:t��' 

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di:�iaa:n'g kelautan;.ci:?' 'l" y,··,, 

i. :::�:m:·::,:�:b:::w:::�::·::,PJ::ti:�"l 
dengan tugas dan fungsi di bidang kelautan, pesisir, i:i\iiaii,:puiau: 'kef'il;':'%F :'.0',fi''::i'.:1 

da:n penga:wa:sa:n; . . . ., . . 
: 

i : ::1tc ",}-: ;,;'.;''.<0:i!ft(i'. 

J, pela:ksanaan evaluasi dan pel�pora:11 terha:dap peiaksana:�<tll.ga:s d,J,?1q,_<;P�:�r;;,,,tt:: <:\tr 
kela:utan, pesisir, pulau-pulau kecil, da:n pengawasan; dan , 'i '"· ' · ,,;: '' .: ··.'· .. ,.: :: ,,.::;(,,,,)\f 

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberika:n oleh ke1/�ia Di��� di° bidtti-i'g°.\1·· 'i;<: '.!,!;';' 
kelauta:n, pesisir, pulau-pulau kecil, da:n pengawasan sesu;/u ·. p�'ra:t�far{;:; 

I ) 
.1;:> 

perundang- unda:nga:n. 

. Bagian Keserribilan 

Unit Pelaksana Teknis 

: Pasal 28 

( 1) unit Pela:ksa:na Teknis sebagaimana di�alrn�d pada Pa:�al 5 aylit.(1 f i1iu·iir{JC1:t:t; 0.Jijf • 
da:pat dibentuk untuk melaksanakan ··kegiitta11:,.telcip,s; .. pr,�rf?i9��·.,�1:��;J;:;;, •. ,i;�'i;'f\J:;: kegiatan teknis penunja:ng dinas. · · · ' · ,. · ·,. "'' · ,· 'h' l''•'i .. ,,:�::;�'·!; 

· ··ffr!:1 

.· •'\�! 
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a. 

' ,-- ': . ,::', -', -, 
Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalarn .Pasal .:;!6,,.B1dang ,i!;). 
Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan-mempu1�Y�if�;1g�i: . y. . . . ' �· 
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(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin o_leh 
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas melalui Sekretaris. 

Pasal 2.9 

Pembentukan, Susunan Organisasi, · Togas dan Fungsi, serta. Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur · sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, i 

Bagian Kesepuluh 

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

· Pasal 30 

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (i). •: 
huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan 
tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis 
fungsional. 

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan 
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian 
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara fangsung ·kepada. 
Pejabat Administrator. 

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan 
clan/atau penghapusan .Jabatan Administrasi ke clalam .Jabatan 
Fungsional, clapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub Koordinator 
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu ya.rig. 
dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana .senior yarig 
ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan .yang 
mengatur tentai1� Koordinator dan Zatau Sub Koordinator Jabatan 
Fungsional. 

(5) Penetapan, rincian tugas clan fungsi koorclinasi, tugas tambahan serta 
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Keiompok 
Jabatan Fungsional sebagaimaria dimaksud pada ayat (4), diatur lebih , 
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

.Pasal 31 

(1) Kelompok .Jabatan Fungsional . yang diangkat melalui 
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan . bertanggung jawab 
secara langsung kepacla Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, · Pejabat 
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan clengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjan_gnya sesuai 
ketentuan peraturan peruridang-uridangan. 

.. , 
i 

.· .. : 
' 
' 

' . ) 

,:. i 

./i 

,. 



i , i 

.. ! 

- 17 - 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
keahlian dan keteranipilan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 32 

(1) Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dilantik 
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan 
diberikan penghasilan yang . sama dengan jabatan yang diduduki 
sebelumnya sampai . dengan ditetapkannya ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan 
Jabatan. 

(2) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan · 
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai 
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

(3) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan 
Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perunclang­ 
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut. 

BAB IV 
KEPEGAVv' AIAN 

Pasal 33 

·! 

(1) Kepala Dinas diangkat clan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) .Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN 
yang memenuhi persyaratan · sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Pengangkatan dalam jabatan di· lingkungan Dinas memperhatikan syarat 
dan kompeterisi jabatan sesuai ketentuan peraturan perunclang-undangan. 

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi 
Pegawai ASN ·ctalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. · i 

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan .. 

Pasal 34 
(1) Pejabat Administrasi yang mengalarni Penyetaraan Jabatan melaksanakan 

mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang 
tugasnya, sampai · dengan · peraturan yang mengatur mengenai 
penyederhanaan birokrasi berlaku. 
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· Bagian Kedua 

�, " , �"': < ,;-1::ti, '"1 '· ,<' 
ik:, '.r;:,:· ,'·,f!·i·' 
.': :,: 

, .•. t- ., .. ,, r· : /:/,,::::>';,'.' '\'""' 
,'),: •, :1: '' 
;J'.. 

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan- ;:,ebaga,;��11:8: ,£ . Jr .•· 
dimaksud pada ayat (1) rnerupak�1 peli�p�:.:i.11 s:e���:�'.';k.i1t�!1Jl+}�al\,,,;;,; ,tl;; ii> ' 
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tmggt prataina;,se,�,11� deli;\� ;:;;, f/ .' 

.,: .; ,. ,.\:,i 

ketentuan peraturan perundang-undangan. · . : , , '·:' ·; . .' ·;!'·"''''' , 1 

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelola:an kegiatim\sebagaiajana'.:, ,;,{i:: ,,f, 't:· 
dimaksud padaayat (1) diberikan nilai .Angka Kredit 25°/o,'(dti� p1J.ltih'guia, ''if · 
persen) dari Angka Kredit Kurnulatif untuk kenaikan pangkat se"gng!{a( �/\: ;I, 
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam .P�he,�f1P�J\b,ng�itKt�.dif1. ,(;, i,i1i:, ,, 
yang diperhitungkari sebagai unsur utama meliputi'ttugas pol<:<'>k''?dai1 ,, 

pengembangan 
prof�:ATA 

KEFJ��;LAPORAN . . " 

:;�, ii; C 

B��=�: ::�:ma 
.. , :(•i':;jj':�['..·f 
, . ·I 

: Pasal 35 · ·· ':" '.'i.. \,\' 

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas ineinimpiri;·m(�'inbina}1£'ei1ia;'ai{ :·:s ·0> 
rnengendalikan, mengarahkan dan .. memberikan petunjuk- )tetja: kepada': /J ':I'/ 'fl' 
bawahannya. • , . . , , . . . . ; :· ,i : : ,, ·., ' �:(':0} :\;>}:,\•··· 

(2) Dalarn, melaksan�an tugashyia, selu�.h. �ejabat'A��sj:l'�s(qan)�e�ib�t,)'.· .;::;;: .i\f · 
F.u,ngs10�1.al . wa�1b . n�enerapJ<an .. prmsip clword�n3;.�1, ,(,11),teg�·a�r .;,:.ga.r,, .. ji,,, }/ ,;\, 
sinkronisasi, baik di lingkungan Dmas maupun antar Pera11gl5rt' D8;er�h, ,:;;!, / ',}I 
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.' . . · •·. · : ·' :·,,[ 

· \ . - , ,; - '·:-'' //· ,,:,-:,_ ', ,' /, .J: ,,,::),': '·'{: ,''.i/11 
(3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakanfungsi pengawasan · , �,. ,>"1 . 

, I i ' " ,.' , ,' ,, (" .,,,•;, .I<! • ,,; ,•\, '<.J'� ,,,,,, ',,', ., -:,. ,, ,, �,\,, , , 

di lingkungan Dinas dan m�ngambil -Iangkah-langkah yru1g ';dip!!rli;k¥ '7;1 ,''Ji.' :·\1' :. 
untuk penyelesaian masalafr.' sesuai .:kei:erituati' peraturari peruh�ang�·,1;;,;;,;}(0{,1 ''{f' 

undangan. if:·,,;,,. ,;,.:\' ,,c<iAt. .,,.J;,,,;/., 
' '' ',..,',,[" ;,·, 

' ' ·-J!l ''. ';�, ', ;;t, ' 
:,(?'' --1{( ,,, 

Laporm1 
Pasal 36 

':.· 
.. 
·ji:1;'_·- 

.. 
r .�.·.··.· 

:;'{, ' ;Jt}: J�¥:: .. 

. . • -', : > , . }. '.:t 'itr::::}, c:;;+·t 
( 

1) I��::ei�!:�s p:�:ia:�;y::t�!<a�::����� :�t��8S;trl:��1��i�:.,;;: Jf�J1::\:,)r 
perihal kebijakan yang ditei:apl<an.. · . ... . . ... ,····· • <?, '::{,·;':f:r:i; ·{ 

(2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Lap�rai.1 Kinerja kepada Gubernur. ;,:. ,;•r, 1 ,;,,. ' : . , ,' , ' " , '{, ,,, :,-, ;, , 

melalui Sekretaris Daerah $ecara tepat waktu ym1g · .. disusun sesua! · .. , .,( :f) ketentuan peraturan perundarig-undangan. · "' •· .. , · · /' ;:> ... 
< .- • ,, •• ,;, ,'·{/.',"·"" ,�. ··t/,,' ., .. >":_:·:tr (3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib mematuhi ':kebijakai1 jrarrg '<•· '.\:' ·.:· 

ditetapkan dan wajib menyampaikan 'laporan '.,pelak'sill�ii'an':'·tiigii�· 's�d:'fi (i!,,,:?11fr1 

+;{; 
. • . ,i' , " ', ,, ' ',> -.,, '''.,) ;':' ), '(:, ,,<) ,'.t, ,>j; '/t, ,','', 

membenkan penjelasan tekn1,s · a tau kete1:a,ngan. k�pada,tat,asa,n :,:1;11a1:an'gs /i;;,,, ,:v;· /};:'' :<, 
masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. . >· -, ,," ,,.,,.,. · .. :-,. "'/ .. :,;'· ,,:, ··,;:,, 

' ,!·· , ' ' ·-· '�. ·;,', ({', J ,. " " ,�·1 

(4) Setiap Pejabat wajib rnengolah laporan yang,diterhpa,;dariJ;i:a\irJ;thar{daq;y;/, 'i'" , 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi clati lapohiii' ctfila.ri:'i 'irte1rtbet11d:n )f .. Yi 
saran pertimbm1gan kepad1.i. Kepala Dina� rnelaiuf<·sJJri'etai'ir g\.lri'�>ii,·,i'.i ;::t,',(} 
dijadikan sebagai bahan peru:riiusan kebijakan. ., .... · ;•.,;.Y 

' ' 
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: 'Pasal 37 

: BAB VI 
PEMBIAYAAN 

. BAB VII 
l ' ' ' KETENTUAN LAIN:LAIN 

Pasal 38 

\ ,,\'',t , 
,,.:�<:', < -:, ,,�/ 
", ,, 

' ,, ' ,'(' 

Pelaksanaan program berdasi3.rkan tugas desentralisasi dib�ba:iZkah'., J�ctiif/i ' .::;;r ./•· 
Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah. {r:• .. ·1•';\:>i 
Pelaksanaan program berdasarkan tugas pemJJ;anf1;1an d:3!1 j:�gas 1:ainp.y�,,;1> /\ Atl 
bersumber pada Anggaran Pe1;idapatan dan. �elapja N�garll\. . . . '.)f .. ,:;j,) ;}!»! 

(2) 

(1) 

(1) Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas Kelautan dan. ·, /i•·! 
Perikanan ditetapkan oleh · Gubernur sesuai · ketentuan: · · pe1;atu1:an(., ,,/�. ,;)/'.. 
perundang-undangan. :· .. . .;· ... · ." , '.;hJL,,;;} 0:t ·::t,(i;;,;·;,?f,;ltl;. 

(2) Gubernur melalui unit kerja .yang bertanggung · jawal),, di ;,biclifr1gb · \ .. : · <;.i! ,\/ ,, - ! ," · ... - ":.)',',,,·:., ,,,\�-�, t-' ,,· -.,-:""·S"J,'·t,,,- ;t':t,;; i>·-,,,,11,1""':if\- :.';},"'• 
kelembagaan memberikan asistensi clan · fasilitaei ': te1,11ada:i:>"' :pei::iataa.11,,:c;· :. } :••. ,:'.' .. ·: , ' '> ,,, ,, , ', ' ''" ', , ,I '" n ,J ,, , , 

organisasi Din.as Kelau tan · dan Perikanan C .sesuai • k�tenh:i\m:; '.pei·�tul,an?';: ,·:{} tf:,f <:.: 
d d . ' ' ' .: ' ,;./ ' '\ /.,:,, )'/(. '/ '.,;.' \.',<. ,g.> perun ang-un angan. /.: .•. · ', ,.::, · . . ·:' :, ·.•.··.·. ·:., ,.,1·. '","''·, .i.,, •• ;., ·""'' ,,,, ' ,.. •. ,. - • I' ,, \,•f' . 

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan clan kerja s.am?Lidalam.k:egi§(t1ln;J;· _;;0 ,1,i,·{ 
pembinaan clan pengendalian organisasi Dil�as kelaU:i:ail dfu Perils:ridai{\:i'. �c ?".'' "'', 
yang dilaksanakan oleh unit kerja terkaii" �e;uai' kei:;hti:iah>:iel:�tu;i;t> ''.<J,i·fi1J !,.i 
perundang-unclangan. . : . : . . . . . .•. · .. · ', ,i .· '... , . ;{i:! ··ic (;' ,:J'.' "�0-}#;,··,f;.;:;;t:·,r,} 

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan ·fung�inya,::aga'.t,s�.lµfµh:'.J?e�egW1g'A1(:,l�l··'.'.;;'} 
jabatan struktural clan jabatan fungsional berpedoman Wip?"da/pepilufan'':, in.I";; ,i• 

cl : . . "' ::- .: <:': '� •• ) '/': '',,,-.,\\,� >" ',�� \ ,'',,?•''','.,:•'';�i/'• ";;:, 
perundang-un angan. , . · · . .,':'. ···:. . .. · · , :: ··,:. ,.:. 

(5) Pacla Dinas Kelautan dan Pe1;1kanan dapat dibe1;tuk C�bhi:ig'bi��s ;e��ai · ·'r .. : <{A 
! , -� , "''',, f. i ' \ t ' ,').'', ketentuan peraturan perundang-undangan. · ·. · ,/· ·"< · ·:·.f.<>' :t;. > 

, ':,',,-,'[,�.'.:' .. �;,(� '::{i···,:;:j'iJ·,i\', 
.. BAB .VIII . 

' ' I ' , ' . - , ' 

KETENTUAN PERALII-iAN ..... 
: Pasal 39 ' 

' ' , - �' ' {' :,, -:f}},,:;;i:;h.,' /},;:,, 
Pada saat Peraturan Gub�mur ini mulai_ berl�{U, P�ga:v.1¥ ; :���: ,}'.a.r1,�ii; t f : <"! ,;,. 
melaksanakan tugas pada Dmas clan Pegawai ASN yang melak�anal5an'tugas.•, i,) > 
pada Unit Pelaksana Teknis d1 . Iingkungan Dinas tetab,> i:I?,elti.ksai\'aliah'.':y- . ('! ,;iii 
tugasnya sepanjang -belum ada penugasan yan,g baru: dari :fej�baf>;J:'e\}1Jiii1a,tio,;,(1, i'.tf;;;i{ 
Kepegawaian. ' · · ··· · " · ,: ·: ... , " 

:.':::J\< ,<J)>/(�:- ,;;�\1,r�l.:, 
"/,+, ,J}(::·'?���:;;r,��;\\> ,iJJ;j,?�;';'�-: 

.·:'.if·�(-j:);:1,,-,t:f��;;:Jf·, 
,i,, ,:,,; <' 

'f;: \,i�}l ,))i;t ,'.·t:: 

' '-;;/: :.tj(t. ;:',)�·:,,1,. . �{ 

··,:i3l:�� 
i . 

.. +)' . 
. •\, 
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·BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

Pada saat Peraturan Gubernur .ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 
114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Kela.utan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 114) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 41 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam 
Kalimantan Barat. 

pengundangan Peraturan 
Serita Daerah Provinsi 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 129 

. J 

IDJI 
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